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ABSTRAK

Tahapan-tahapan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yaitu
sebagai berikut : a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan
mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dar
Wali Pemasyarakatan. Setelah itu mengusulkan pembebasan bersyarat kepada
Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan;b. Apabila disetujui,
Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor
Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia seltempalt
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas); c.
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyetujui/menolak usul tersebut
setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat; d.
Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Kementrian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia setempat kepada Dirjen Pas paling lama 14 hari sejak
diterimanya usul tersebut. Keputusan Pembebasan Bersyarat diterbitkan oleh
Dirjen Pas jika disetujui.

Pengawasan Narapidana yang mendapatkan Permbebasan Bersyarat bertujuan
untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengembalikan Nurupiilmm
kedalam masyarakat. Terdapat 2 (dua) metode pengawasan yaitu Pengawasan
internal, dan Pengawasan eksternal,

Kata Kunci : Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Tahapan-Tahapan
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BAB 1V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya,
maka didapatlah kesimpulan yang menjawab permasalahan yang penulis angkat,
yaitu :
1. Tahapan-tahapan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana

yaitu sebagai berikut :

a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan mendengar
pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan dari Wali
Pemasyarakatan. Setelah itu mengusulkan pembebasan bersyarat kepada
Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk dimintai persetujuan;

b. Apabila disetujui, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan usul
tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia setempat dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas);

c. Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyetujui/menolak usul
tersebut setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP) Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia setempat;

d. Apabila disetujui, usulan tersebut diteruskan oleh Kakanwil Kementrian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia setempat kepada Dirjen Pas paling lama
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